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PUTUSAN
Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Mdo

~7

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama dalam.sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan

R A
‘\ [
%,

Pengadilan Agama tersefug

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

21 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene

pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2019/PA.Mdo,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 januari 2017 Pemohon dengan Termohon

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Romboken, Kabupaten
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Minahasa, sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :

01/01/1/2017
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka

sedangkan Termohon berstatus perawan; Bahwa setelah akad nikah
Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah sendiri sebagaimana alamat

Pemohon diatas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon belum

dikaruniai anak
4. Bahwa awalnya hubungag tangga antara Pemohon dengan

Termohon masih rukungéas <-baik gzpamun pada bulan Januari

2018 saat pemgl gRon tidak menemukan
keberadaan ter i Termohon
mengatakan u aka sejak saat itu
Pemohon da putus komunikasi
selama satu tg

5 Bahwa dijelaskan diatas
Pemohon sud up rukun kembali
bersama Termg g bahagia dimasa
yang akan dataRg fAzin Pemohon untuk

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar

talak terhadap Termohon;
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3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang
menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah

datang menghadap dan tidak pul ruh orang lain untuk menghadap

sebagai wakil atau kuas igun telah dipanggil secara
resmi dan patut dan tigakNicsyciapkeiitialhas tersebut disebabkan
oleh suatu halang { iksa tanpa hadirnya
Termohon;

Bahwa upa D¢ ; s - TaER e | figliapat dilaksanakan

karena Termohon

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :
1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Romboken
Kabupaten Minahasa, Nomor 01/01/1/2017 Tanggal 12 Januari 2017,
bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh
Ketua Majelis diberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi.
Saksi 1, La Oji Bin La Kandia, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan

SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kelurahan Bawu Lingkungan
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VII Kec. Aimadidi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai
suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Pemohon
dan termohon rukun, namun sejak awal tahun 2018 sudah pisah

tempat tinggal;

- | i@ &t Pemohon dan termohon

saha untuk rukun

dengan Teli gy () Bmbali hidup rukun

Saksi 2, Wa 3 n,

pendidikan SD rjaan Pe ) li Kelurahan Bawu,

agama Islam,

; mpah memberikan
keterangan yang pat
- Bahwa sa

suami istersi;

dan Termohon sebagai

- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

- Bahwa setahu saksi awalnya keadaan rumah tangga Pemohon
dan termohon rukun, namun sejak awal tahun 2018 sudah pisah
tempat tinggal;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan termohon
bertengkar, tiba-tiba Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa sejak Termohon pergi sampai sekarang antara

Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal ;
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- Bahwa setahu saksi Pemohon telah berusaha untuk rukun
dengan Termohon namun termohon tidak ingin kembali hidup rukun
dengan Pemohon;
Bahwa selanjuthya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
apapun lagi dan mohon putusan;
Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala
sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari.si

Menimbang, ohon yang selalu

hadir sedangkan upaya mediasi
sebagaimana ket@ Nomor 1 Tahun
2008 yang telah
Tahun 2016 te

dilaksanakan;

gung Rl Nomor 1

jilan, tidak dapat

Menimbang, b fiflak pernah hadir di
persidangan meskipun i dan patut dan tidak
ternyata tidak hadirnya terse suatu halangan yang sah

maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan
tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan
cerai adalah bahwa Termohon tiba-tiba pergi meninggalkan Pemohon pada
bulan Januari 2018 dan sampai sekarang tidak kembali lagi kepada
Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selam kurang lebih 1
tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon
sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana
layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau
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setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena
Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini
perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan
alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa
fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang
sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan

sesuai dengan aslinya, maka alg itersebut telah memenuhi syarat

formil, isi bukti tersebut Pemohon telah menikah

dengan Termohon padafk ‘\ 201 (adlevan dengan dalil yang

memberikan keterangan sec ---------- gPbawah sumpah di muka sidang,
keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain
dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta
tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua
saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan
kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis
dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta
hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
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- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum
dikaruniai anak.;
- Bahwa pada bulan januari 2018 Termohon pergi meninggalkan
Pemohon tanpa alas an yang jelas;
- Bahwa Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama
satu tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis

Hakim berpendapat bahwa antg mehon dan Termohon telah terjadi

keretakan ikatan batin seb perilaku termohon yang
pergi meninggalkan P terjadi pisah tempat
tinggal yang sudah / tidak ada harapan
untuk kembali ruk aling mempedulikan
bahkan Pemohon lengan Termohon,
yang tentunya ru diharapkan untuk
merealisir tujuan p e i ' :? jga yang bahagia

dan kekal, sesuai § H or 1 Tahun 1974

rumah tangga seperti it g Oapat menjalankan hak
dan kewajibannya masi Nafy gotintuk itulah rumah tangga
diadakan;
Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan
untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan
melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana
tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu
bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan
memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon,
karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga
tersebut;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka
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alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidak-tidaknya
permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki
cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu raj’l Pemohon terhadap termohon pada siding yang
akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh kare ermohon telah dinyatakan tidak hadir,

dan permohonan Pemohgg 2MPUNY; asag. serta tidak bertentangan
dengan hukum, makay@ / : e | 149 Ayat (1) R.Bg.,

/.

r

permohonan Pemoh *y/ :

Menimbang, /j Q/ eh karena \ fl\ termasuk bidang
I ;

perkawinan, maka

[T
aro

Nomor 7 Tahun

menghadap di persidangan, tidak hadir;
Mengabulkan pemohonan Pemohon dengan verstek;
Memberi izin kepada Pemohon ( Rusit bin Laharuna ) untuk menjatuhkan
talak satu raj'i terhadap Termohon ( Samin Bobihu binti Nini Bobihu ) di
depan sidang Pengadilan Agama Manado;

4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.386.000,00 ( tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Agama Majene pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan
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dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriah oleh Drs. Burhanudin Mokodompit
sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Masyrifah Abasi, S.Ag.,
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada
hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta
para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ulfah Jaba, S.Ag sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.

Jaba, S.Ag

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp
ATK Perkara :Rp 60.000,00
Panggilan :Rp  285.000,00

- Redaksi ‘Rp 5.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp 386.000,00

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).
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